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Pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dapat dilakukan jika buruh atau pekerja berada dalam masa 

percobaan selama 3 (tiga) bulan. Tapi, jika pekerja atau buruh menjadi karyawan tetap dalam 

perusahan, maka pihak pengusaha tidak dapat memutuskan begitu saja hubungan kerja yang ada. 

Biasanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak datangnya dari pengusaha dan biasanya 

buruh lebih sering sebagai pihak yang dirugikan antara pengusaha dan buruh. Pengusaha dalam 

mem-PHK-kan buruhnya tidak melalui prosedur yang benar sehingga sering terjadi Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Meskipun Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-

150/Men/2000 mengatur mengenai penyelesaian perselisihan secara tegas namun pengusaha 

belum melaksanakan dengan benar. Suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikatakan sebagai 

perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak apabila ada perbuatan melanggar hukum 

dan menimbulkan kerugian.   
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